BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
5.1.1 Pertanggungjawaban Hukum Pelanggar Klausula non-
competition Menurut Hukum Perikatan

Terdapat dua pertanggungjawaban hukum yang dimintakan
kepada pelanggar klausula non-competition menurut hukum
perikatan yakni wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
Keduanya dibedakan berdasarkan hubungan perikatan para pihak.
Rekan selaku pemegang saham yang merupakan pendiri PT
sebelumnya yang telah mengikatkan diri atas suatu perjanjian
berhak menuntut pertanggungjawaban hukum kepada pelanggar
klausula non-competition atas dasar wanprestasi sedangkan untuk
pihak yang dirugikan atas pelanggaran tersebut meskipun tidak
terikat sama sekali dengan perjanjian yang mencantumkan klausula
non-competition di dalamnya berhak untuk memintakan
pertanggungjawaban hukum atas dasar perbuatan melawan hukum
dalam hal ini pihak yang berhak untuk meminta
pertanggungjawaban hukum adalah pemegang saham yang
merupakan pendiri PT yang baru kepada pelanggar klausula non-
compeition pada perjanjian sebelumnya.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, pihak yang dirugikan
dapat memintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal
1267 KUH Perdata dimana memberikan kesempatan kepada
kreditur untuk memilih tuntutan yang harus dipenuhi oleh debitur
yang wanprestasi yaitu:

1. Pemenuhan Perjanjian.
2. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.
3. Ganti rugi saja.

4. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi
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5.12

Sedangkan dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum
atas pelanggaran klausula non-competition, pihak yang dirugikan
dapat memintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal
1365 KUH Perdata. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata terdapat
beberapa bentuk kemungkinan penuntutan atas perbuatan melawan

hukum, yaitu:

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.

2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau
pengembalian keadaan pada keadaan semula.

3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat
melawan hukum

4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.

5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.
Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah

diperbaiki.

Pertanggungjawaban Hukum Pelanggar Klausula non-
competition Menurut Hukum Perusahaan (UU PT)

Dalam perlindungan terhadap pelanggaran suatu klausula
non-competition dalam suatu perjanjian pemegang saham tidak
dapat dimintakan berdasarkan UU PT, hal ini dapat dibuktikan
dengan pembubaran atas PT tidak dapat dimintakan berdasarkan
wanprestasi  terhadap perjanjian yang dibuat sebelumnya
dikarenakan wanprestasi bukan merupakan objek gugatan. Objek
gugatan yang dapat dilayangkan oleh pihak yang berkepentingan
untuk pembubaran suatu PT hanya berupa cacat hukum dalam akta
pendirian, cacat hukum dalam akta pendirian berarti tidak
memenuhi syarat sebagaimana yang tecantum pada Pasal 8 ayat (1)
UU PT juncto Pasal 15 UU PT juncto Pasal 7 UU PT.
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5.2 Saran
521

5.2.2

Terhadap pihak yang hendak menggunakan klausula non-
competition dalam perjanjian pemegang saham.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal
guna melindungi proprietary interest. Dalam membuat suatu isi dari
klausula non-competition, sangat disarankan untuk mencantumkan
sanksi berupa uang dimana bentuk dan besarnya sanksi tersebut
sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika
perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada
wanprestasi. Selain untuk memudahkan penyelesaian yang mungkin
akan terjadi di kemudian hari, hal ini dapat mengurangi rasa
kekecewaan dari tidak adanya perlindungan hukum dari segi hukum
perusahaan (UU PT) yakni tidak dapat melaksanakan pembubaran
PT atas pelanggaran klausula non-competition.

Jika suatu hari terdapat pelanggaran atas klausula non-
competition, pihak yang terlanggar sebaiknya  hanya
menyelesaikannya melalui pengadilan keperdataan berdasarkan
KUH Perdata dan jangan sampai melanjutkan ke pengadilan
keperdataan berdasarkan hukum perusahaan (UU PT) karena upaya
untuk memintakan pembubaran PT atas pelanggaran suatu klausula

non-competition merupakan upaya yang sia-sia.

Terhadap pemerintah

Hukum perusahaan / UU PT yang merupakan bentuk khusus
(lex specialis) dari hukum perdata seharusnya mempunyai
pengaturan atau ketentuan yang lebih lengkap sehingga keputusan
hakim yang didasarkan pada hukum perjanjian dapat dilanjutkan
pemenuhan keadilannya olenh hukum perusahaan. Kekosongan
hukum ini mengakibatkan upaya hukum yang sudah ditempuh
sebelumnya menjadi tidak berguna dan rasa keadilan tidak dapat

dinikmati atas putusan pengadilan sebelumnya. Oleh karena itu,
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perlu pengaturan khusus mengenai klausul penerapan non-
competition beserta pelanggarannya ke dalam UU PT atau
setidaknya pembubaran PT dapat dilakukan atas putusan perdata
sebelumnya (harmonisasi antara hukum perdata dengan hukum
perusahaan). Selain menyelesaikan permasalahan hukum seperti
yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, pengaturan khusus ini

dapat menciptakan lingkungan persaingan bisnis yang sehat.
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